
  
 

 
WALIKOTA PAREPARE 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE 
NOMOR  2  TAHUN 2021 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE 
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018-2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PAREPARE, 
 

Menimbang  :  a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 264 ayat (5) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah 
apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak 
sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian 
terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; 

  b. bahwa Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023, perlu dilakukan 
perubahan untuk disesuaikan terhadap kondisi yang ada 
saat ini serta sesuai kebijakan yang ditetapkan Pemerintah 
Pusat; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare 
Tahun 2018-2023; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
1822); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang – Undang ........... 

SALINAN 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6402); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6042); 

 

12. Peraturan .............. 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 6178);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 52, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);    

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional  Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 10); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah 
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

 

22. Peraturan ............ 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-
20028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 
7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan 2008-2028  (Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
   

28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor 31) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 
1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314; 

29. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 
2009); 

30. Peraturan .......... 
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30. Peraturan Daerah Kota Parepare  Nomor 5 Tahun 2015 
tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota ParepareTahun 2015 
Nomor 6); 

31. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127); 

32. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kota Parepare Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota 
Parepare Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Parepare Nomor 141); 

33. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 143); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA PAREPARE 
 

Dan 
 

WALIKOTA PAREPARE 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 1 TAHUN 
2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
MENENGAH DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018-2023. 

             
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare 
Nomor 1 Tahun 2019 tetang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023 (Lembaran 
Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 141, diubah sebagai 
berikut : 

 

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 
 

(1) Penyusunan Perubahan RPJMD, dimaksudkan : 

a. sebagai dasar kebijakan dan program pembangunan 
dalam skala prioritas yang lebih tajam dan 
merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan 
dan pengawasan pembangunan untuk jangka waktu 
5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai 
dengan  tahun 2023; 

b. tersedianya rumusan program pembangunan yang 
akan dilaksanakan di daerah; 

c. menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah  
dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat 
Daerah; 

 
d. mewujudkan …………. 
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d. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah 
Daerah, DPRD, swasta, masyarakat dan/atau 
pemangku kepentingan terhadap program-program 
pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan 

e. menjadi bahan acuan dan dasar dalam penyusunan 
RKPD. 

(2) RPJMD disusun dengan tujuan untuk merumuskan 
kebijakan dan program pembangunan yang 
mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi 
masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan 
pencapaian visi Daerah yakni terwujudnya Kota 
parepare yang maju, peduli, mandiri dan bermartat. 

2. Ketentuan ayat (3), ayat (4) Pasal 5 diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 5 
 

(1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program 
Walikota yang terpilihhasilpemilihanWalikotatahun 
2018 dan disusundengan berpedoman pada RPJMN, 
RPJPD, sertamemperhatikan RPJMDProvinsi Sulawesi 
Selatan. 

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program 
pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta 
program perangkat daerah yang disertai dengan 
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

(3) Sistematika RPJMD  Tahun 2018-2023 sebagai berikut: 
BAB I Pendahuluan 
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 
BAB III Gambaran Keuangan Daerah  
BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah 
BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program 

Pembangunan Daerah 
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan 

Program Perangkat Daerah 
BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
BAB IX Penutup 

(4) Rincian dari RPJMD dan lingkup BAB masing-masing 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat 
(3) dan pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) tercantum pada lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
daerah ini. 

(5) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra 
Perangkat Daerah dan RKPD 

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah dan ditambah1 (satu) 
ayat yaitu ayat (5) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 12 
 

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila : 
a. hasil pengendalian dan evalausi menunjukkan 

bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan 
tahapan dan tata cara penyusunan rencana 
pembangunan daerah yang diatur berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

b. hasil ………… 
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b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan 
bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

c. terjadi perubahan yang mendasar. 
 

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c, disebabkan terjadinya bencana 
alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial 
budaya, ganguan keamanan, pemekaran daerah atau 
perubahan kebijakan daerah/nasional. 

 

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menjadi pedoman penyusunan RKPD                     
dan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. 

 

(5) Apabila dalam perjalanan pelaksanaan RPJMD hingga 
tahun 2023 terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang 
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berimplikasi terhadap dokumen 
perubahan RPJMD ini maka akan dilakukan perbaikan 
dan penyesuaian pada dokumen RKPD yang ditetapkan 
dengan Peraturan walikota. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Parepare. 

 
Ditetapkan di Parepare 
pada tanggal  25 Juni 2021 
 

WALIKOTA PAREPARE, 
 
 TTD 
 
TAUFAN PAWE 

 
Diundangkan di Parepare 
pada tanggal  25 Juni 2021 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, 
 
 TTD 
 
IWAN  ASAAD 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2021 NOMOR 2 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI 
SULAWESI SELATAN NOMOR  B.HK.02.038.21 



PENJELASAN 

ATAS 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE 
NOMOR   TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KOTA PAREPARE TAHUN 2018-2023 

 

 
I. UMUM 
 
 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2018-2023, 
merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah sesuai amanah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan 
Nasional dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
 
 Visi Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023 adalah 
“Terwujudnya Kota Parepare Sebagai Kota Industri Tanpa Cerobong Asap yang 
Berwawasan Hak Dasar dan Pelayanan Dasar Menuju Kota Maju, Mandiri dan 
Berkarakter”. Pemerintahan yang berorientasi pada hak dasar dan pelayanan 
dasar untuk menuju kota maju, mandiri dan berkarakter. 
 
 Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa RPJMD dapat diubah 
apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan 
perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengatur bahwa perubahan RPJMD dapat 
dilakukan apabila: (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa 
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan 
rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; (b) 
hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang 
dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan (c) terjadi 
perubahan mendasar antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, 
krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran 
daerah, atau perubahan kebijakan nasional.  
 
 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka materi penyusunan perubahan 
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, mencakup: 
1. Penyesuaian terhadap substansi kebijakan nasional yang telah ditetapkan 

oleh Pemerintah Pusat; dan 
2. Penyesuaian terhadap indikator dan target sebagimana tertuang dalam 

RPJMD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi, potensi dan 
amanat regulasi.  

 
 Saat ini telah diberlakukan berbagai regulasi yang berpengaruh dan 
menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan 
pembangunan daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 
2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 
Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan. 
 

Atas …………. 
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 Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD Kota Parepare Tahun 
2018-2023 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan 
sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah. 
Pelaksanaan perubahan RPJMD dijabarkan lebihlanjut kedalam RKPD sebagai 
suatu dokumen perencanaan tahunan PemerintahKota Parepare yang memuat 
Program Prioritas dan Kegiatan.  
 
II. PASAL DEMI PASAL  
 
 Pasal I Cukup jelas.  
 
 Pasal II Cukup jelas.  
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 149 

 


